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Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak 

menghormati apabila warga negara memutuskan untuk mengambil langkah hukum, 

dalam pembelaan atas suatu perkara yang menimpa dirinya. 

"Termasuk menempuh gugatan praperadilan
i
, maka langkah itu harus kita 

hormati," kata Yusril dalam pesan singkatnya, Kamis (26/2/2015). 

Yusril menjelaskan, negara berwenang untuk menyatakan warganya menjadi tersangka 

maupun terdakwa dalam sebuah tindak pidana. Namun warga negara juga memiliki hak 

untuk membela diri. "Tidak perlu kita melecehkan orang yang bersangkutan," 

terangnya. 

Lanjut Yusril, negara menjalankan kekuasaannya melalui aparatur yang 

notabene adalah manusia. Sehingga bukan tidak mungkin ada kesalahan dalam proses 

penegakan hukum."Bahkan bisa juga menyalahgunakan wewenang yang ada pada 

dirinya," ucapnya.  

Yusril menerangkan, dalam amandemen UUD 1945 dan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, negara dengan warganya dalam penegakan hukum 

adalah seimbang. "Kita bukan lagi hidup di zaman kolonial, di mana posisi negara lebih 

kuat dari warganya. Ini pula makna dari due process of law artinya proses penegakan 

hukum yang benar dan adil," beber Yusril. 

"Bukan atas dasar stigma apalagi kebencian terhadap warga yang belum tentu 

bersalah atas sesuatu yg disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Penegakan hukum 

haruslah fair, jujur dan adil serta jauh dari kesewenang-wenangan," pungkasnya. 

 

 

http://pelitaonline.com/news/2015/02/23/politkus-pks-dukung-koruptor-praperadilan-kpk/
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CATATAN BERITA 

 Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : 

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 

penghentian penuntutan; 

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya 

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 

Dan dikuatkan dengan Penjelasan Pasal 77 yang dimaksud dengan "penghentian 

penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang 

menjadi wewenang Jaksa Agung. 

Pasal 78 

(1) melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

77 adalah praperadilan. 

Pasal 79 

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau 

penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua 

pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 

Pasal 80  

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau 

penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga 

yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan 

alasannya. 

Pasal 81 

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan 

atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan 

diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua 

pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. 

Pasal 82 

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut : 

dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk 

menetapkan hari sidang; dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau 

tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian 
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penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi 

akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian 

penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat 

pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon 

maupun dari pejabat yang berwenang; pemeriksaan tersebut dilakukan secara 

cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan 

putusannya; dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan 

negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan 

belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; putusan praperadilan pada 

tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan 

pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, 

jika untuk itu diajukan permintaan baru. 

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat 

dengan jelas dasar dan alasannya. 

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

juga memuat hal sebagai berikut : 

dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan 

tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan 

masing-masing harus segera membebaskan tersangka; dalam hal putusan 

menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, 

penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; dalam hal 

putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka 

dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi 

yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau 

penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan 

dicantumkan rehabilitasinya; dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang 

disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan 

dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada 

tersangka atau dari siapa benda itu disita.  

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 dan Pasal 95. 

Pasal 83 

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

79, Pasal 80 dan Pasal 81tidak dapat dimintakan banding. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang 

menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk 

itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum 

yang bersangkutan. 

Pasal 83 Ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

melalui putusan MKNo 65/PUU-IX/2011. 

Pasal 124 

http://acarapidana.bphn.go.id/rujukan/r27_1.htm
http://acarapidana.bphn.go.id/rujukan/r27_2.htm
http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2012/05/Putusan-MK-tentang-kewenangan-Penyidik.pdf
http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2012/05/Putusan-MK-tentang-kewenangan-Penyidik.pdf
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Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, 

keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri 

setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan 

atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini. 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

Pasal 63 Ayat 2 Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi 

hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat 

alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 63 

(1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara 

bertentangan dengan Undang- Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, 

orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi 

dan/atau kompensasi. 

 

                                                           
i
  Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang  

diatur dalam undang-undang ini, tentang: 

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya 

atau pihak lain atas kuasa tersangka; 

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi 

tegaknya hukum dan keadilan; 

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana). 

 

http://acarapidana.bphn.go.id/rujukan/r27_3.htm
http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.doc

